
 

 

BUPATI SUMBAWA BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATISUMBAWA BARAT 

NOMOR 62  TAHUN 2018 

TENTANG 

 
STANDAR BIAYA PENGAWASAN 

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH 

KABUPATENSUMBAWA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  

 

BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

 

Menimbang :   a.  bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan 

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten 

Sumbawa Barat, maka pengaturan mengenai Standar 

Biaya Pengawasan perlu diterbitkan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Biaya Pengawasan dilingkungan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat; 

 
 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-UndangNomor 64 Tahun 1958 tentangPembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 

3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 

2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 



 

RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-UndangNomor 30 tahun 2003 

tentangPembentukanKabupaten Sumbawa Barat di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 nomor 145, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentangAparaturSipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

7. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 

tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPe

merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

8. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 

tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008 

tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

10. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 

tentangPembentukanProdukHukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 tahun 

2012 tentangsistempengelolaankeuangandaerah (Lembar 

Daerah Kbaupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, 

TambahanLembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

Nomor 2). 

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 

TentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah 

Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11). 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA 

PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH 

KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

 
 

 

 



 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan : 

1. Daerah adalahKabupaten Sumbawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalahPemerintahKabupatenSumbawa Barat. 

3. BupatiadalahBupatiKabupatenSumbawa Barat. 

4. InspektoratadalahInspektorat DaerahKabupaten Sumbawa Barat. 

5. InspekturadalahInspekturInspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa 
Barat. 

6. SekretarisadalahSekretarisInspektoratDaerah Kabupaten Sumbawa 
Barat. 

7. BiayaPengawasanadalahbiaya yang 
diberikankepadapelaksanaPerjalanandinaspengawasanuntukmenghasil
kanLaporanHasilPengawasan. 

8. PengawasanataspenyelenggaraanPemerintahan Daerah adalah proses 
kegiatanpemeriksaan, reviu, evaluasi, 
pemantauandankegiatanpengawasanlainnyaberupakoordinasiuntukpe
meriksaanpendahuluan, monitoring dankonsultasi yang 
ditujukanuntukmenjamin agar Pemerintahan Daerah 
berjalansecaraefisiendanefektifsesuaidenganrencanadanketentuanperat
uranperundang-undangan. 

9. LaporanhasilpengawasanadalahLaporan yang 
dihasilkansetelahmelaksanakanpengawasanberupaLaporanHasilPemeri
ksaan, LaporanHasilReviu, LaporanHasilEvaluasi, 
LaporanHasilPemantauan, LaporanHasilKoordinasiPengawasan, 
LaporanHasil Monitoring danLaporanHasilKonsultasi. 

10. AparatPengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP 
adalahinstansipemerintah yang 
memilikitugaspokokdanfungsimelakukanpengawasan yang 
terdiridariBadanPengawasKeuangandan Pembangunan (BPKP), 
InspektoratJenderal, 
InspektoratProvinsidanInspektoratKabupaten/Kota. 

11. APIP Daerah adalahInspektoratDaeraKabupaten Sumbawa Barat yang 
mempunyaitugaspokokmelaksanakantugaspengawasanataspenyelengg
araanpemerintahandaerah di Kabupaten Sumbawa 
BaratuntukdanatasnamaBupatiKabupaten Sumbawa Barat. 

12. InspekturPembantuataudisebutIrbanadalahInspekturPembantu 
Wilayah   I, InspekturPembantu Wilayah II, InspekturPembantu 
Wilayah III danInspekturPembantuKhusus di 
InspektoratDaerarhKabupatenKabupaten Sumbawa Barat. 

13. PejabatFungsionalTertentuataudisebut PFT adalah Auditor, 
PengawasPemerintahUrusanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah dan 
Auditor Kepegawaian di LingkunganInspektoratDaerah Kabupaten 
Sumbawa Barat. 

14. PelaksanaPengawasanadalahAparaturSipil Negara di 
lingkunganInspektoratDaerah KabupatenSumbawa Barat yang 
diberiSuratPerintahTugasuntukmelaksanakankegiatanpengawasan. 

15. PengendaliMutubertugasmelakukanreviuatas program 
kerjapemeriksaan, pokok-



 

pokokhasilpemeriksaandankonsepLaporanHasilPemeriksaan. 

16. PengendaliTeknisbertugasmelakukanpengendalianataspelaksanaanpem
eriksaandanmelakukanreviuatas proses pemeriksaanyang  
dilaksanakanolehKetua Tim danAnggota Tim. 

17. Ketua Tim 
bertanggungjawabdalampelaksanaanpemeriksaandenganmelakukansu
pervisipelaksanaandanmelakukanreviuataskertasKerjaPemeriksaan 
(KKP) Anggota Tim. 

18. Anggota Tim yang terdiridaripejabatfungsionaltertentu yang 
bertugasmelakukanpemeriksaandenganmembuat KKP 
dan/ataupejabateselon IV dan/ataustafpendukung. 

19. StandarBiayaadalahbiaya per satuanhariatausetaradengan 7,5  
(tujuhkoma lima) jam yang 
ditetapkanberdasarkanjabatandalamtimpelaksanapengawasansebagaia
cuanperhitungankebutuhanbesaranbiayapengawasan. 

 

 

BAB II   

STANDARBIAYA 

Pasal 2 

 

(1) Standarbiayaberfungsisebagai: 

a. PedomanbagiInspektorat 

DaerahdalammenyusunbiayakegiatandalamRencanaKerjadanAngga

ran yang berbasiskinerja; 

b. AcuanbagiInspektoratDaerah 

dalammenentukanbesaranbiayapelaksanaanpengawasan. 

(2) Standarbiayasebagaimanadimaksudpadaayat (1) 
ditetapkandalamLampirandanmerupakanbagian yang 
takterpisahkandariPeraturanBupatiini. 

 
Pasal 3 

 

BuktipertanggungjawabanbelanjaatasbiayapengawasanadalahSuratPerintahT

ugasdanLaporanHasilPengawasan. 

 

Pasal 4 

 

(1) BiayaPerjalananDinasDalam Daerah 

sehubungandenganpelaksanaankegiatanpengawasanberpedomanpadaPeratu

ranBupatiini; 

(2) Biayaperjalanandinasdalamrangkapelaksanaankegiatan non pengawasan, 

berpedomanpadaPeraturanBupati Sumbawa Barat Nomor 96 Tahun 2017 

TentangPerjalananDinasDalamNegeriBagi Negara, 

PimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah, 

PengawiNegeriSipildanPegawaiTidakTetap. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

KETENTUANPENUTUP 

Pasal5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak sejak diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

Ditetapkan di Taliwang 
padatanggal         3 April     2018  

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

dto 

 

W. MUSYAFIRIN 

 

 

Diundangkan di Taliwang 
Padatanggal      3 April     2018 
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT 
 
 
 dto 
 
H. ABDUL AZIS 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 
NOMOR 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 
NOMOR  62      TAHUN 2018 
TANGGAL 3 April    2018 
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI 
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

 
 

DAFTAR STANDAR BIAYA PENGAWASAN 

 

NO 
JABATAN DALAM TIM 

PELAKSANA PENGAWASAN 
SATUAN BIAYA (Rp.) 

1 PenanggungJawab OH 110.000 

2 
InspekturPembantu / 
PengendaliMutu 

OH 100.000 

3 
Kepala Sub Bagian / 
PengendaliTeknis 

OH 90.000 

4 Ketua Tim OH 80.000 

5 Anggota Tim dari PFT OH 80.000 

6 StafPendukung OH 80.000 

 
 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

 dto 

 

W. MUSYAFIRIN 


